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Abstrak
 

Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan

Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para

pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor:

98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda

Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April Tahun 1997 dengan Akta Pendirian Nomor

108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimanakah peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap

penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pembuatan

akta perkoperasian, akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban

hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor:

10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Diteliti dengan menggunakan metode penelitian

Yuridis Normatif dan Tipologi Penelitian Eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis

terkait peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu dibuatkan akta pendirian, akta perubahan anggaran

dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, akibat hukumnya yaitu jika tidak dilakukan

penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, maka segala

perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah. Mengenai pertanggungjawaban hukumnya ialah, Koperasi

wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan

agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan

perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat

Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri.

......Cooperatives founded by the founders should be adjusted to the Deed of Establishment and Amendment

to the Articles of Association by the Cooperative Notary, so that legal certainty and smoothness and the civil

interests of the founders can be protected in accordance with the Decree of the Minister of Cooperatives and

SMEs of the Republic of Indonesia Number: 98/Kep/M.KUKM/ IX/2004. In this case, the Deed of

Establishment and the Articles of Association of the Pemuda Tri Karya Cooperative which was established

on April 7, 1997 with the Deed of Establishment No. 108/BH/KWK.25/IV/1997 were analyzed, then

examined how the role of the Notary Making the Cooperative Deed was in the application of the Regulation

of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 in making the cooperative

deed, the legal consequences for the Youth Tri Karya Cooperative that do not comply with the provisions of
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the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/ 2015 and the

legal responsibility of the Youth Tri Karya Cooperative for the implementation of the Regulation of the

Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015

concerning Cooperative Institutions. Researched using normative juridical research methods and

explanatory research typology using secondary data. The results of the analysis related to the role of the

Cooperative Notary Deed Maker are made a deed of establishment, a deed of amendment to the articles of

association, and other deeds related to cooperative activities, the legal consequence is that if there is no

adjustment to the deed of establishment and amendments to the articles of association by the Pemuda Tri

Karya Cooperative, then all legal action against the cooperative is not valid. Regarding its legal

responsibility, Cooperatives are required to be accountable by making Amendments to the Articles of

Association in the form of holding an Extraordinary Annual Member Meeting and attended by the Notary of

the Cooperative Deed Maker with an agenda specifically regulated regarding Amendments to the Articles of

Association in the Field of Business, and changes in the address (place of domicile) of the Cooperative. Tri

Karya Youth. Then the Minutes of the Extraordinary Annual Meeting of Members are made, which will

then be submitted to the Minister.


